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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa perlindungan 

terhadap Justice Collabolator dalam tindak pidana korupsi pada SEMA  

Nomor 4 Tahun 2011 belum sesuai dengan prinsip perlindungan hukum bagi 

saksi tersangka, karena belum memberikan kesan yang positif dalam hal 

pemberian perlindungan fisik dan hukum, penanganan secara khusus, dan 

penghargaan kepada Justice Collaborator terlebih lagi terhadap perlindungan 

status hukumnya masih jauh dari yang diharapkan. Serta peraturan perundang-

undangan yang ada masih belum mengatur dengan jelas mengenai syarat-syarat 

dan prosedur untuk menjadi Justice Collabolator, hak-hak dan penghargaan 

yang dapat diperoleh serta wewenang lembaga hukum yang terkait sehingga 

tidak memenuhi aspek keadilan dan kepastian hukum.  Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap Justice 

Collabolator belum sesuai dengan prinsip perlindungan hukum bagi saksi. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka yang menjadi saran penulis 

adalah mengingat begitu pentingnya peran Justice Collabolator dalam 

mengungkap tindak pidana korupsi maka perlindungan hukum terhadap 
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Justice Collaborator, perlakuan khusus dan hukuman percobaan/peringanan 

hukum menjadi hal yang sangat penting untuk dapat membuat sebuah perisitiwa 

pidana yang awalnya gelap gulita menjadi terang menderang.  LPSK juga harus 

diberikan mandat untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi Justice 

Collaborator, dan dimandatkan juga sebagai bagian dari Criminal Justice System. 

Dengan kelengkapan instrumen hukum maka keberadaan Justice Collaborator bisa 

mengungkap berbagai kasus pidana menjadi lebih jelas. 
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